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Tesisini membahas tentang Putusan MK Nomor 25/PUU-X1V Tahun 2016 tentang adanya perubahan delik
formil ke delik materil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Metode yang dilakukan dalam penulisan ini ialah metode penelitian normatif hukum, dengan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana tren penanganan tindak
pidana korupsi di Indonesia pada masa Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 25/PUU-X1V
Tahun 2016, meneliti apakah dengan adanya perubahan delik unsur merugikan keuangan negara menjadi
unsur utama untuk meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang, dan bagaimanaimplementasi dari
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016 terhadap putusan-putusan pengadilan yang ada. Hasil dari
penelitian salah satunya ialah adanya ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di
Indonesia oleh adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016. Kesimpulan dari tesisini ialah
perubahan delik karena Putusan MK Nomor 25/PUU-XI1V Tahun 2016 berdampak pada penindakan tindak
pidanakorupsi kerugian keuangan negara yaitu sebelum adanya putusan MK penindakan korupsi Iebih
banyak terlaksana dibandingkan dengan sesudah adanya Putusan MK. Terjadinya perubahan delik ini
berdampak pada syarat utama untuk seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dampak dari
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016 menimbulkan perbedaan pendapat oleh hakim mengenai
konsep kerugian keuangan negara.

...... Thisthesis discusses the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-X1V/2016 concerning the
change of formal offense to material offense in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 of
2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. The
method used in thiswriting is the normative legal research method, with quantitative and qualitative
approaches. What is discussed in this research is how the trend of handling corruption crimesin Indonesia
before and after the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XI1V/2016, examining whether
with the change of offense, the element of harm to state finances is the main element to hold someone
accountable, and how the implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-X1V/2016
on existing court decisions. The result of the research is the existence of legal uncertainty in the handling of
corruption crimesin Indonesia due to the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-X1V/2016. This
thesis concludes that changes in the offense due to Constitutional Court Decision Number 25/PUU-
X1V/2016 have an impact on the prosecution of corruption of state financial losses, namely before the
Congtitutional Court's decision, more corruption prosecutions were carried out than after the Constitutional
Court's decision. The occurrence of this change in offense has an impact on the main requirements for a
person to be held criminally liable and the impact of Constitutional Court Decision Number 25/PUU-
X1V/2016 has led to differences of opinion by judges regarding the concept of state financial losses.
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